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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Kedudukan wasiat menurut adat Gorontalo rujukannya tidak lain 

adalah Al-qur’an dan Sunnah Rasul sebagai sumber dari segala sumber 

norma tata kehidupan masyarakat Provinsi Gorontalo yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam. Sementara Kedudukan wasiat menurut 

Hukum Positif atau Burgerlijk Wetboek (BW) dimana berdasarkan 

Pasal 931 BW ada tiga macam cara untuk membuat wasiat, yaitu : (1) 

Testament rahasia, (2) Testament tak rahasia, dan (3) Testament 

tertulis sendiri. Ketiga cara di atas diperlukan campur tangan seorang 

notaris. 

2. Akibat hukum pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan 

hukum adat Gorontalo dan hukum positif akan melahirkan batalnya 

wasiat yang diberikan. Batalnya wasiat yang diberikan tersebut 

diakibatkan oleh: (1) Pewasiat menarik kembali wasiatnya baik secara 

terang-terangan maupun dengan tindakan, (2) Pewasiat kehilangan 

kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan 

sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila, (3) Pewasiat ketika 

meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta 



 

 

 

peninggalannya tersebut, (4) Orang yang diberi wasiat meninggal 

dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat, (5) Barang yang 

diwasiatkan musnah (hilang, terbakar atau hancur dikerenakan banjir) 

sebelum yang berwasiat meninggal dunia, (6) Orang yang diberi wasiat 

membunuh pewasiat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa 

saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sekaligus referensi bagi pihak-

pihak terkait. Saran tersebut antara lain adalah: 

1. Bagi masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya yang beragama Islam 

yang ingin membuat suatu wasiat peneliti mengharapkan untuk 

berwasiat yang sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) karena 

pada KHI dijelaskan orang yang akan berwasiat disyaratkan berumur 

21 tahun sebab pada umur tersebut secara umum bangsa Indonesia 

sudah bisa dianggap cukup untuk memiliki hak kepemilikan; 

2. Peneliti juga mengharapkan orang yang akan berwasiat untuk 

mengetahui perbedaan wasiat yang ada dalam adat Gorontalo, Hukum 

Islam dan KUH Perdata, sehingga wasiatnya dapat dijalankan 

berkenaan dengan boleh dan tidaknya berwasiat bagi masyarakat yang 

berdomisili di Provinsi Gorontalo. 

3. Kehadiran sistem wasiat dalam adat Gorontalo sangat penting artinya 

sebagai penangkal kericuhan antar keluarga. Karena ada diantara 

anggota keluarga yang tidak berhak menerima peninggalan dengan 



 

 

 

jalan warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta 

itu. Atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, 

atau karena berbeda agama dan sebagainya, maka dengan adanya 

system wasiat ini kekecewaan tersebut dapat diatasi. 
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